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PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
i NOMOR zé TAHUN 2017

‘ TENTANG

o PE]VIBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN

: Men‘yging’a‘t“‘ .

- Nomor -
. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemenntahan

f5679L_ ‘

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
- PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN

X

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLIN DUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA

| . bahwa menlndaklanjuu ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang c

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
~ Bombana, dlanggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
~ Dinas |untuk melaksanakan sebaglan teknis operasional
~ dan/atau keglatan teknls penunjang tertentu perangkat e
~ daerah 1nduknya, o S
. bahwa berdasarkan pertlmba.ngan sebagalmana dimaksud

 huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
V ,Pembentukan, Kedudukan ‘Susunan Organisasi, Tugas dan
 Fungsi|serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
- Pelayanan Terpadu Perhndungan Perempuan dan Anak pada

Dinas [Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak
Kabup ten Bombana;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan :

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten

Nomor"
494);

-~ Kolaka 1Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara =
- Republik Indonesia  Tahun 2003  Nomor 144,
' “TambahanLembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4339), :
2. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan‘ N
o ~Peratur‘an Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran i
. 'Negara Republik Indonesia Nomor 5234); : :
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil <
- Negara | (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2014
6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema- By

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Nomor 5587),

sebagalmana telah beberapa kali diubahterakhir dengan

Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor




L

) _Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang_ j
~ Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114,
 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncsm Nomor 5887), e
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dlnas i
‘dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Benta Negara Repubhk,g, S
Indonelsm Tahun 2017 Nomor 451), e e
Yy Peratul{an Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 e
E tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah e
e ‘;Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); o
8. Peraturan Bupat1 Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang e
~ Kedudukan, Susunan Orgamsas1, Tugas dan fungs1 serta Tata
: Ker_]a ‘Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan
Anak Kabupaten Bombana ‘ = Ve

o ot MEMUTUSKAN 3 :
u Ménetapkan'ﬁ': PERATURAN 'BUPATI BOMBANA | “TENTANG PEMBENTUKAN f |
| KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

' SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT

j'-‘; ANAK PADA 'DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN .
o PERLINDfJ NGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA '

i BAB I :
KETENTUAN UMUM

o Dalam 'Pe raturan Bupa_‘ 1n1 jrang dlmaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana, e

020 Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten Bombana

3. Bupatiladalah Bupati Bombana; e

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten ey
. Siova e '5.Dinas adalah Dlnas ; Pemberdayaan Perempuan dan

Pérlindungan Anak Kabupaten Bombana; A iy
. Kepala |Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan#
~ danPer 11ndungan Anak Kabupaten Bombana; i
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selan_]utnya dlslngkat UPTD '
: adalah unsur: pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan

- penunjang tertentu

~ 8.Kepala| Unit Pelaksana Teknls Dlnas yang selanjutnya

~ disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas

L5 Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak Kabupaten‘

- Bombana; e
~ 9.Jabatan fungsmnal adalah sekelompok Jabatan yang ber131
G fungsi dan tugas’ berkaitan dengan pelayanan fungsmnal yang ,
berdasarkan pada keahhan dan keterampﬂan tertentu e

F ,PELAYANJL\N 'TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

' keglatan " teknis operasmnal dan/ atau keglatan tekms e




S BAB II e
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
Baglan Kesatu
Pembentukan

Giiae T , L Pasal2 : ,
- (1) Dcr@gam Peraturan Bupatl ini dlbentuk Orgamsas1 dan Tata e
~ Kerja Unit Pelaksana Teknis Dlnas Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan , Anakf-
- Kabupaten Bombana : it

o dalam lamp1ran Peraturan ini.
Baglan Kedua
Klas1ﬁka51

Pasal 3

. ( 1) Un1t Pelaksana Tekms Dmas sebagalmana dlmaksud dalam o ‘ '
 Pasal 2 ayat (1), d1bedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi. .
sebagal berikut : s -

a. Unit Pelaksana Teknls Dmas kelas A untuk mewadahlf e

~ beban kerja yang besar; dan & T

~ beban kerJa yang kec1l

ayat @), dlatur dengan Peraturan Menten o

Lh s BABm
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

k Bag1an Kesatu
Kedudukan

Bl e o : Pasal4 s S iy
M vUnit Pelaksana Tekms Dlnas (UP'I‘D) pada  Dinas
St Pernbc,rdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak adalah
Unit |Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan',
. Terpadu Perhndungan Perempuan dan Anak. L
’ ,;(2) UPTD| adalah unsur pelaksana sebaglan keglatan tekms%;
e operasmnal dan/atau keglatan teknis penunjang tertentu.
§ (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP’I‘D) sebagalmana dlmaksudj
~pada |ayat (1) d1p1mpm oleh seorang Kepala UPTD yang
“berke dudukan dlbawah dan pertanggun.awaban kepad' :

F i Kepala ] Dinas. i , :
~ (4) UPTD merupakan baglan dan Perangkat Daerah Fo e % !

Perlindungan =~ Perempuan dan Anak pada Dinas it

 (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagmmana teI'Cantum’, S

e k(2) Klasifikasi - UPTD sebagalmana dlmaksud pada ayat’ (1),

b Unit Pelaksana Tekms Dlnas kélas B untuk mewadah1 i f

(3)Penentuan Klasifikasi UPTD sebagalmana dlmaksud pada e



e o ktertentu di llngkup UPTD.
@2 ~Keg1atan Teknis Operas1ona1 yang dllaksanakan oleh UP’I‘D

: Bag1an Kedua ,
Susunan Organ1saS1

Pasal 5

-  (1) Susunan Orgamsa31 UPTD Pusat Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan ~dan Anak pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak Kelas A

terdiriatas:
o a, Kepala UPTD o B e
b. Sub Baglan Tata Usaha ,
c. Kelompok Jabatan Fungsmnal

‘(2) Sub Baglan Tata Usaha sebagalmana’dlmaksud pada ayat (1)*

huruf b, d1p1mp1n oleh _seorang Kepala Sub Bagian Tata
' Usaha yang berada dlbawah dan bertanggung;awab kepada '

~Kepala UPTD.

fdalam lamplran Peraturan Bupat1 1n1

e e BAB IV o
0 e TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (3) Bagan struktur Orgémsas1 UPTD sebagalmana tercantum‘

( 1) Képala UP’I‘D sebagalmana d1maksud pada Pasal 5 ayat (1)’

~huruf a, mempunya1 tugas membantu Kepala Dinas dalam

ﬂmemlmpln -merumuskan, ‘merencanakan, mengendahkan

1 tekms operasmnal dan/ atau keg1atan tekms penunjang

o sebe‘:tgalmana ‘dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah

o dan| mengpengkoordmamkan pelaksanaan sebaglan kegiatan

tugas untuk melaksanakan keglatan teknis yang secara;

3 1angsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam

aya)t (1), Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu[

Perﬁndungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan
fungsi: 5 ~

a Penyusunan program kelja dalam rangka pelaksanaanf'

. tugas;

b Pelaksanaan dan pengelolaan pengendahan adm1n1stras1,!

. umum; =
o 'Pengendahan dan pengkoordmaman keglatan UP’I‘D
d. Pelaksanaan monltonng keglatan UPTD; =
e. Pelaksanaan keglatan ‘untuk mendukung keglatan
. pelaksanaan tugas orgamsa31 1nduknya

Pasal 7

5 ayat (1) huruf b, mempunyal tugas
a. Melaksanakan ‘urusan administrasi kepegawalan
perlengkapan, keuangan dan rumah tangga, a7

b Menyusun rencana keg1atan Sub. Bagian Tata Usaha :
Mengumpulkan dan mengolah data laporan has'

. keglatan UPTD Cmb : oy

& 1 Sub Bag1an Tata Usaha sebagalmana d1maksud dalam PasalV




: o : B e ~ 3 -

- d 'k‘Melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh atasan

@
- (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dlbawah,
i dan bertanggung]awab kepada Kepala UPTD Tl

ol

~ sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha sebagalmana d1maksud pada ayat;t. :

Pasal 8

L Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
-6 ayat ( 1) diatas Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi: \
4Perumusan ~dan Perencanaan Program, keglatan dan
anggaran. UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perhndunganf -
- Perempuan dan Anak.

. ‘Pengendahan ‘dan pembmaan ketatausahaan UPT Pusat
Pelayanan Terpadu Pcrhndungan Perempuan dan Anak yang
_mehp‘utl admn1stra31 umum, kepegawalan rumah tangga dan .
keuangan; ;

Penenma laporan f pengaduan : tentang permasalahan
: ~perempuan dan anak; - S

. Pemberian layanan : 1nforma31 konsulta81 tentang’:

permasalahan perempuan dan anak;

Penjangkauan ‘identifikasi dan kebutuhan perempuan dan
~anak yang mengalami permasalahan o
. Pemberian layanan kesehatan, I‘ChabllltaSI sosial, blmblngan‘f

_rohani, pendamplngan bantuan hukum pemulangan dana
ﬂ ?relntegra31 sosial; '
. Pemberdayaan d1b1dang usaha ekonom1  produktif bag1;
perempuan atau perempuan korban kekerasan untuk dapat
- memenuhi kebutuhannya, Crtbiaag e
:ff{Pembenan med1as1 atas perkara yang d1hadap1 perempuan
dananak; |
G Pembc'enan bantuan terhadap perempuan dan anak yang

ijmengalaml kekerasan untuk memperoleh restitusi sesua1

- dengan ketentuan peraturan perundang—undangan o
jPembenan perhndungan terhadap perempuan dan anak yang
_mengalami permasalahan dirumah aman bila dlperlukan i

Lt Pencatatan dan pendataan tentang masalah perempuan dan
“anak;
Pembe rdayaan perempuan d1b1dang ketenagakeljaan pohtlk

dan | pengambilan keputusan kesehatan hngkungan,

‘pendidikan dan hukum; ~ L
. Perumusan  kerjasama dengan lembaga lajn untuk
H:rnemberlkan layanan terhadap perempuan dan anak yang 1
- mengalami permasalahan; -
. Pelaksanaan monitoring, evalua81 dan pelaporan pelaksanaan»
 kegiatan UPTD; dan =~~~
.],,Pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala D1nas

,sesual dengan tugas pokok dan fungsmya ey e




. :Ke‘lo‘mpol
~ .dengan

' (4) J enis

BAB V

Pasal 9

Pasa_l 10

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas sesuai .
s keahlian dan keterampllan ‘masing-masing yang
- if}berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan i

" (1) Kelnmpok Jabatan Fungsmnal terd1r1 dan seJumlah aparatur o
' ’s’ipil negara ‘dalam ‘jenjang Jabatan fungsmnal yang terbagi
berbaga1 kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan

dan- keterampllan yang sesua1 dengan ketentuan yang

S “berlaku.
(2) Kelom!pok Jabatan Fungs1ona1 sebagalmana dunaksud pada i

~ayat (1), d1p1mp1n oleh seorang tenaga fungsmnal senior yang
- ditunjuk oleh ‘Bupati ‘dan dalam melaksanakan tugasnya :

Thne bertanggung]awab keada Kepala UPTD. e
i (3) Jumlah Jabatan Fungsmnal dltentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban ker_]a

keten1

i Un1t ‘Tf“'kﬁPe laksana Tekmsﬁ o
_?P_erlindungan Perernpuan dan Anak dengan wilayah ker_]a i
- meliputi seluruh kecamatan se Kabupaten Bombana

 BABVI
- WILAYAH KERJA

- j’Pasal 11

D1nas Pusat

BAB VII

dan jenjang Jabatan Fungs1ona1 dlatur sesuai dengan ; .
fuan peraturan perundang—undangan yang berlaku e

P’elayan‘an“ Terpédﬁ ’

'KEPANGKATAN kPENGANGKATAN ESELONISASI DAN

Pasal 12

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

el 4’(1) Kepangkatan pengangkatan dan pemberhentlan dalam

~ jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 (2) Kepala UPTD dan Kasubag ‘Tata Usaha dlangkat dan ,
i dlberhentlkan oleh Bupatl atas usulan Kepala Dlnas melalul S
. Sekretaris Daerah. - o

3 Kepa'la UPTD merupakan Jabatan struktural yang memenuhl :

- pers aratan dan sesuai dengan kompeten81 Jabatan eselon a
IV/alatau Jabatan pengawas. g

- 1(4) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Tekms Dmas merupakan S

_]abat‘:an struktural yang 'memenuhi persyaratan dan sesuai
den an kompetens1 Jabatan dengan eselon IV/ b atau _]abatan

el pengawas ; 7
i 1(5) Petugas operasmnal dan tenaga fungs1ona1 dlangkat dan :

~diber ‘hentikan  oleh Sekretaris Daerah atas pehmpahan
WeWt,nang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPT Dinas
' me1a1u1 Kepala Dlnas 1nduknya

o //




2 BAB VIII ;
KETENTUAN PENUTUP

L LR G - Pasal 13
- ;Peraturan Bupat1 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dltetapkan
- Agar setlap “orang mengetahumya memenntahkan"

S tpengund angan Peraturan ‘Bupati ini dengan penempatannya =
o ’_Tpa‘dfa B‘erlta Daerah Kabupaten Bombana i S

S . ,D1tetapkan d1 Rumb1a
Et ,;f’f}fPada tanggal 15' IVOUEM

iy D1unda1ngkan d1 Rumb1a‘1 ‘ ;f L
pada tanggal \S NOV&MWE;] 017

SUPATEN BOMBANA,

SEKRET "RIS DAERAH

H BURHANUDDIN A. HS. NOY ; , -
'BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA ‘TAHUN 2017
 NOMOR Lo
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- ‘;:LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

: NOMOR 2 | TAHUN 2017

j:;{jff‘yibflf:TANGGAL V6 wovetipse 2017 = B
i ,f,‘g-’TENTANG - PERATURAN BUPATL TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN L

7SUSUNAN! ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

A = PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK i
S KABUPATLN BOMBANA : = U : e

: i STRUKTUR ORGANISASI G N '
‘ UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU T
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
Ao /;PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPAT EN BOMBANA

SUBBAG e
TATA USAHA

KELOMPOK o
j ;'JABATAN FUNGSIONAL o

~ KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PADA DINAS
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L Pasal 14

' ; - Peraturarl Bupat1 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal d1tetapkan i
“Agar  setiap orang mengetahulnya , memenntahkan”

’pada Berlta Daerah Kabupaten Bombana ,

?,"',Dltetapkan d1 Rumbla
i [_{Pada tanggal ]9 Wove Bﬁ 2017 o
. : / - ;

. Dlundangkan di Rumb1a
-'padaitanggal 15 Noym%g 2017

SEKRE’JI‘ARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA e

‘;H."BURHANUDDINA H< NOY

o '_k'BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA‘ TAHUN 2017 NOMOR

'pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya* 7 o
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